
a. bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Bc l anja Daerah Kahupater. Rernbang Tahun 
Anggar an 1999·2000 perlu di t e t ap k a n dengan 
Peraruran Daerah. 

I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 rentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengan: 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 1974 'omor 38. Tarnbahan Lembaran 
Negara iornor 3037); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ientang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara 
Tahu n 1997 Nomor 41. Tarnbahan Lembaran Negara 
Nornor 3685); · 
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4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik In­ 
donesia Tahun 1975 Nomor 5); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1975 ter tang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi 
Bendaharawan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1996; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 
1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi Kc.uangan dan Barang Daerah: 

l 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 
Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan 
Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah: 
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Pasal I 
Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1999/2000 jumlah Rp. 142. 750.553. 752,00 terdiri atas : 
a. PENDAPATAN : 

Pendapatan ::.................................. Rp. 72.747.072.539,00 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 1999/2000. 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKilAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMEANG. 
MEMUTIJSKAN 

Dengan Persetujuan 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 
Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

i 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
i 998 ten tang Bentuk dan Susunan Anggaran 
Pendaparan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam : egeri Nomor 3 Tahun 
1999 tentang Bentuk Susunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 
Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 
Tahun 1999 tentang Perubahan Angg ar a ri 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabuparen Rembang Nomor 3 
Tahun 1999 tentangSisa Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
1998/1999. 
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Pasal 3 
(1) Ringkasan Perhitur.gan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-liA 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa 
Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Daerah ini. 

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini adalah : 
a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana terantum dalam 

Lampiran m Peraturan Daerah ini; 
b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam 

Larnpiran IV Peraturan Daerah ini; 
c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana 

tercantum d..'arn Lampiran V Peraturan Daerah ini: 
d. Perhitungan Belanja Rutin (C/1/R) sebagaimana tercamum dalarn 

Lampiran Vl Peraruran Daerah ini; 
e. Ringkasan Perhirungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Vll Peraturan Daerah ini: 

0,00 Rp. 
Sisa Urusan Kas dan 
Perhitungan berlebih 

Rp. 2. 743.59 l.32G,00 
Sisa Perhitungan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah berlebih 

Pasal 2 
Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 
Anggaran 1999.'2000 sejumlah Rp. l 7.130.772.208,00 terdiri atas : 
a. Pendapatan Rp. 8.565.386.104,00 
b. Belanja Rp. 8.565.386.104,00 

Rp. 70.003.481.213,00 

b. BELANJA: 
Rutin Rp.52.921.927.666.00 
Pembangunan Rp.17.081.553.54 7,00 
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LEM BARAN DAERAH KABUPATEN REMBA G TAHUN 2000 OMOR 4 

H. NOERANTO. SH 
Pembina Utama Muda 

NIP 500 040 991 

HENDARSONO 
Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 5 Agustus 2000 
SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN 

REMBA G 

Pasal 4 

Larnpiran-Iampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga' diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, me rnc r int a hk a n 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 29 Juli 2000 

BUPATI REMBA G 

' ' 
dalam Larnpiran VIII Peraturan Daerah ini: 

g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pernbangunan (Larnpiran C.1 P) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini; 

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu : 
a. UKP Penerimaan rnenurut C/IP/UKP sebagairnana Lampiran X 

Peraturan Daerah ini; 
b. UKP Belanja menu rut C,'IB/UKP sebagaimana Lampiran Xl Peraturan 

Daerah ini. 

f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum t 
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